


BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. [bookmark: _Hlk156777925]Peranan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus tenaga kerja di luar negeri studi kasus di polresta padang, setelah melakukan penelitian penegakan hukum terhadap TPPO yang dilakukan Polresta Padang yaitu bekerjasama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Polresta Padang melakukan penyidikan dengan mengumpulkan data tenaga kerja yang akan dipulangkan ke Indonesia dari Malaysia. Dalam melakukan proses sidik dan melakukan penangkapan tersangka mengakui perbuatannya dikenakan Pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Dalam penegakan hukum terhadap TPPO sudah dilakukan sebaik-baiknya, namun ada dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor Masyarakat, dan faktor budaya.
2. [bookmark: _Hlk156777990][bookmark: _Hlk157058503]Dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dengan modus tenaga kerja di luar negeri studi kasus Polresta Padang yaitu adanya kendala permasalahan dalam penangkapan tersangka di luar negeri karna terhambatnya akses keterbatasan zona nasional dan internasional, serta pengadilan yang berbeda dan membutuhkan waktu. Proses ini bisa melibatkan masalah hukum, diplomatik, dan logistik.


B. Saran
Berdasarkan penelitian di atas, peneliti memberi saran sebagai berikut:
1. Kepolisian lebih meningkatkan kerja sama internasional, baik melalui perjanjian ekstradisi, serta perencanaan dan koordinasi yang matang antara kepolisian dari negara yang melakukan penangkapan dan negara tujuan.
2. Kepolisian harus lebih pro aktif memberikan penyeluruhan kepada masyarakat terutama tenaga kerja yang ingin bekerja diluar negeri mereka harus waspada kepada yang mengatasnamakan agen tenaga kerja dengan mengkonfirmasikan kepada dinas tenaga kerja setempat. apakah terdaftar atau tidak. 
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